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ABSTRAK 

PROSEDUR PENGADAAN BAHAN OLAH KARET RAKYAT (BOKAR) 

PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) I REGIONAL 7 

BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

Rika Nengsia 

Industri karet memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, 

sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing industri terutama 

pengelolaan bahan baku olah karet rakyat (Bokar).  Tujuan dari tugas akhir ini 

adalah untuk menganalisis proses pengadaan Bokar di PTPN I Regional 7, 

menemukan hambatan, dan memberikan saran untuk meningkatkan efisiensi 

perusahaan.  Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana 

observasi, wawancara, dan studi dokumen digunakan sebagai metode pengumpulan 

data.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan Bokar dilakukan sesuai 

Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan, termasuk pemetaan potensi, 

survei lapangan, analisis harga dengan Price Analysis, dan evaluasi kinerja 

pemasok.  Tumpang tindih sumber pasokan, jarak Pabrik dari pusat Bokar, 

persaingan harga dengan Pabrik swasta, dan risiko penurunan pasokan akibat 

konversi lahan adalah beberapa masalah yang diidentifikasi. Perusahaan harus lebih 

dekat dengan pemasok, mempertahankan harga beli yang kompetitif, mempercepat 

proses administrasi menggunakan Systems Applications and Products - High 

Performance Analytic Appliance (SAP-HANA), dan membangun program 

kemitraan jangka panjang untuk memastikan ketersediaan bahan baku untuk 

meningkatkan efisiensi.  Secara keseluruhan, prosedur pengadaan PTPN I Regional 

7 telah berjalan sesuai standar, membantu operasi terus berlanjut, dan 

meningkatkan daya saing produk karet. 

Kata Kunci: Bahan Olah Karet Rakyat, Efektifitas, Pengadaan Bahan Baku, 

Prosedur 
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MOTTO 

  

“Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah orang yang 

berpengertian memperoleh bahan pertimbangan” 

(Amsal 1:5) 

 

“Molo na sikkolai ikkon tahan do marhaccit, ummdenggan do saonnari marhaccit 

demi masa depanmu boru, unang pikkiri biaya, sude keperluanmu boi do dipenuhi 

hami, na penting ringgas maho martangiang nang marsikkolai, unang tarlambat 

mangan, molo porlu hepeng dokkon boru” 

“Jika kamu hendak sekolah dengan setinggi-tingginya, Kamu harus kuat dalam 

menahan segala yang sakit, bersakit sakitlah dahulu demi masa depan yang lebih 

baik, rajinlah berdoa dan belajar, jangan kamu pusing memikirkan biaya, kami 

orang tuamu bertanggung jawab akan hal itu. Tetap jaga kesehatan” 

(Natoras/Orang tua) 

 

“Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan 

sorak sorai” 

(Mazmur 126:5) 

 

“Ora Et Labora” 

(Berdoa dan bekerja) 
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BAB I                                                                                                                 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia adalah industri karet. 

Sebagai salah satu komoditas perkebunan yang bernilai tinggi, karet memiliki 

kontribusi yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, baik 

melalui pasar domestik maupun ekspor ke pasar internasional. Produk karet 

Indonesia banyak dibutuhkan dalam berbagai industri. Oleh karena itu, 

keberlanjutan dan efisiensi dalam rantai pasokan industri karet menjadi faktor 

utama yang harus diperhatikan untuk menjaga persaingan komoditas ini di pasar 

internasional (Izzah, 2025) 

PT Perkebunan Nusantara yang merupakan perusahaan BUMN, memiliki peran 

strategis dalam pengembangan dan pengelolaan komoditas karet terutama untuk 

industri otomotif. Melalui kebun-kebun yang ada di Indonesia, perusahaan ini 

menghasilkan karet alam untuk memenuhi standar industri otomotif global. Karet 

alam yang diproduksi PT Perkebunan Nusantara mempunyai keunggulan- 

keunggulan. Kesatu, karet alam yang diproduksi oleh perusahaan ini dikenal 

memiliki kualitas yang baik di Indonesia, yang ditunjukkan dengan tingkat 

elastisitas dan daya tahan yang tinggi. Kedua, karena PT Perkebunan Nusantara 

memiliki banyak perkebunan karet, karet alam yang diproduksi oleh perusahaan ini 

dapat ditemukan di berbagai bagian kendaraan. Terakhir, PT Perkebunan Nusantara 

telah berkomitmen untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan untuk 

memastikan keberlanjutan produksi karet alam (www.perkebunannusantara.com, 

2025).  
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Bandar Lampung adalah daerah yang dikenal dengan produksi karet yang 

signifikan, pengadaan bahan olah karet rakyat menjadi salah satu aspek krusial 

dalam mendukung keberlanjutan industri ini. Pengadaan bahan olah karet rakyat di 

PTPN memperhatikan kualitas, keberlanjutan, dan kuantitas. Oleh sebab itu, sangat 

penting untuk memahami proses yang digunakan untuk mendapatkan bahan baku, 

mulai dari pemilihan sumber, pengolahan, hingga distribusi. Proses yang baik dan 

efektif akan meningkatkan efisiensi dan daya saing produk karet di pasar domestik 

dan pasar internasional. 

Efisiensi dalam proses pengadaan bahan baku sangat penting untuk menjaga 

kelancaran produksi dan meminimalkan kemungkinan keterlambatan. Upaya 

mencapai efisiensi dalam pengadaan bahan olah karet dapat dilakukan dengan 

memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari pemilihan sumber bahan baku, proses 

pengolahan, hingga pendistribusiannya, dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. 

Menurut (Mulyadi, 2016), menyatakan bahwa “prosedur adalah suatu urutan 

kegiatan klarikal yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau 

lebih, yang dibuat untuk menjamin transaksi yang terjadi berulang-ulang” (Puspita, 

2021). Dengan demikian, peran Project Management Office (PMO) di PTPN I 

sebagai bagian yang bertanggung jawab atas pengawalan bahan baku menjadi 

sangat krusial dalam menjamin proses pengadaan berlangsung tepat waktu dan 

sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Proses pengadaan juga harus mengacu 

pada kesepakatan mengenai harga, waktu pengiriman, dan standar kualitas yang 

telah ditetapkan, guna memastikan kelancaran distribusi bahan baku serta 

mendukung pencapaian target produktivitas perusahaan secara optimal. 

Saat ini, sektor industri perkebunan tengah dihadapkan pada berbagai tantangan, 

seperti rendahnya tingkat produktivitas, keterbatasan dalam penerapan teknologi, 

kurangnya pengembangan produk hilir, serta ketidakstabilan harga di pasar global. 

Pada tahun 2023, total produksi karet alam Indonesia tercatat hanya sebesar 2,24 

juta ton, mengalami penurunan sebesar 17,34% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Sementara itu, volume ekspor karet alam juga mengalami penurunan signifikan, 

yaitu hanya mencapai 1,79 juta ton pada tahun 2023, jauh di bawah pencapaian 

tertingginya sebesar 3,27 juta ton pada tahun 2017. 
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Daya saing industri karet nasional semakin ditantang oleh regulasi internasional dan 

kondisi geopolitik.  Salah satu regulasi yang sangat penting adalah Peraturan Uni 

Eropa Tanpa Pembakaran Hutan (EUDR), yang akan diterapkan pada Januari 2025 

untuk perusahaan besar dan pada pertengahan tahun 2025 untuk produk petani 

rakyat. Regulasi ketat terkait deforestasi yang diberlakukan pada produk karet yang 

diekspor ke Uni Eropa berpotensi membawa dampak serius bagi industri karet alam 

di Indonesia. Hal ini terutama dirasakan oleh petani kecil yang mungkin kesulitan 

untuk memenuhi standar tersebut. Untuk menjaga stabilitas serta meningkatkan 

daya saing industri karet, diperlukan pendekatan strategis dalam pengembangan 

agribisnis secara komprehensif. Upaya tersebut meliputi pemanfaatan teknologi 

yang lebih maju, penerapan praktik pertanian berkelanjutan, penguatan peran Unit 

Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB), serta penggunaan klon karet unggul 

yang tahan terhadap serangan penyakit guna meremajakan kebun karet. Di samping 

itu, pengembangan sektor hilir menjadi sangat penting guna meningkatkan nilai 

tambah dari produk karet (Kuntoro Boga Andri, 2025) 

PTPN I harus memastikan proses pengadaan Bokar secara profesional, 

berkelanjutan, dan berbasis transparansi dan akuntabilitas agar dapat bersaing.  

Perusahaan tidak hanya mampu menjaga kualitas dan kuantitas pasokan, tetapi juga 

meningkatkan daya saing produk karet Indonesia di pasar global melalui penerapan 

prosedur yang baik dan penggunaan sistem TI modern. Selain itu, hal penting yang 

harus dipertahankan adalah manajemen hubungan dengan pemasok.  PTPN I harus 

membangun kolaborasi strategis dengan petani dan pemasok lokal melalui 

penerapan skema insentif berbasis kinerja, program pembinaan mutu Bokar, dan 

pendekatan komunikasi yang lebih intensif. Akibatnya, pemasok akan lebih setia 

dalam menyediakan Bokar berkualitas tinggi, yang akan memungkinkan 

perusahaan untuk mengantisipasi fluktuasi pasokan dan mempertahankan 

keberlangsungan produksi. 

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur 

pengadaan barang atau bahan baku, penulis melaksanakan penelitian tugas akhir 

dengan judul “Prosedur Pengadaan Bahan Baku Olah Karet Rakyat (Bokar) 

pada PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 Kota Bandar Lampung”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana prosedur pengadaan bahan baku olah karet (Bokar) pada PTPN 

I Regional 7 Kota Bandar Lampung? 

b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengadaan bahan baku olah karet? 

c. Bagaimana upaya PTPN I Regional 7 dalam meningkatkan efisiensi 

pengadaan bahan baku olah karet rakyat?  

1.3 Tujuan Penulisan  

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memahami dan mengkaji 

prosedur pengadaan bahan olah karet rakyat (Bokar) pada PT Perkebunan 

Nusantara I Regional 7, yang secara khusus bertujuan untuk: 

a. Menganalisis prosedur pengadaan Bokar pada PTPN I Regional 7 

b. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengadaan Bokar 

c. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

dalam proses pengadaan Bokar 

1.4 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaaat dalam penulisan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut 

1. Manfaat Teoritis 

Melalui penulisan tugas akhir ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman 

yang lebih komprehensif serta memperluas wawasan terkait dengan prosedur 

pengadaan bahan olah karet rakyat (Bokar) pada PT Perkebunan Nusantara 

I Regional 7 

2. Manfaat Praktis 

Penulisan laporan ini memberikan pengalaman langsung bagi penulis dalam 

memahami proses pengadaan Bokar di PT Perkebunan Nusantara I Regional 

7. Selain itu, laporan ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 

perusahaan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses 

pengadaan bahan baku. Di samping itu, laporan ini berpotensi menjadi 
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referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa lain yang melaksanakan praktik 

kerja di bidang yang serupa. 

3. Manfaat Bagi Pengembangan Ilmu 

Laporan ini turut memperluas cakupan pengetahuan dalam bidang akuntansi 

manajemen dan manajemen pengadaan, khususnya di sektor perkebunan. 

Informasi dan analisis yang disajikan dapat dijadikan rujukan untuk 

penelitian akademik berikutnya. Dengan begitu, laporan ini mendukung 

penguatan ilmu pengetahuan yang berbasis pada praktik industri.  
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BAB II                                                                                                                          

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengadaan Bahan Baku 

2.1.1 Pengertian Bahan Baku  

Bahan baku merupakan komponen utama yang digunakan dalam proses pembuatan 

produk jadi, di mana keberadaannya akan menjadi bagian menyatu dalam hasil 

akhir produk tersebut. Dalam proses produksi, bahan baku bersama dengan bahan 

penolong menjadi elemen dasar yang penting. Pengelompokan antara bahan baku 

dan bahan penolong dilakukan untuk mempermudah proses pengawasan serta 

perhitungan biaya produksi. Dengan pengendalian yang baik terhadap bahan baku, 

terutama yang memiliki nilai tinggi, perusahaan dapat menekan risiko kerugian dan 

meningkatkan efisiensi biaya produksi (Amini, 2023) 

Persediaan adalah satu aset termahal dari banyak perusahan, mewakili sebanyak 50 

persen dari keseluruhan modal yang diinvestasikan. Ada hal yang perlu 

dipertimbangkan terkait persediaan yaitu: mengurangi persediaan memang bisa 

menekan biaya, namun juga berisiko mengganggu ketersediaan produk dan 

membuat pelanggan kecewa. Ini adalah trade-off yang harus dihadapi oleh setiap 

perusahaan (Pratiwi & Saifudin, 2021). Dari penjelasan mengenai pengertian bahan 

baku diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa bahan baku merupakan komponen 

penting dalam proses produksi. Pengelolaan bahan baku yang efektif akan 

berdampak pada efisiensi biaya, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan. Oleh 

karena itu, perusahaan perlu memberikan perhatian yang cukup pada perencanaan, 

pengadaan, dan pengendalian persediaan bahan baku 
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2.1.2 Pengertian Pengadaan Bahan Baku (Procurement) 

Pengadaan adalah upaya dalam mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan dan 

dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti norma dan 

etika yang berlaku sesuai metode pengadaan barang dan jasa yang berlaku (Rahayu 

& Sri Murtinah, 2022). Terdapat dua metode dalam proses pengadaan barang dan 

jasa. Metode pertama adalah melalui lelang, di mana pihak pengguna menyusun 

dan menyampaikan daftar barang yang dibutuhkan. Daftar tersebut kemudian 

ditawarkan kepada beberapa penyedia, sehingga pembeli memiliki opsi untuk 

memilih penawaran harga terbaik dan termurah dari para penyedia yang tersedia. 

Metode kedua adalah melalui pemesanan langsung, yaitu pengguna mengajukan 

permintaan barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, kepada satu 

penyedia tertentu. Dalam proses ini terjadi negosiasi harga antara pengguna dan 

penyedia barang hingga tercapai kesepakatan bersama mengenai harga dan 

ketentuan lainnya (Mauliddiyah, 2021).  

Procurement atau pengadaan merujuk pada seluruh aktivitas yang berkaitan dengan 

proses memperoleh barang dari pemasok. Proses ini mencakup kegiatan pembelian, 

serta logistik masuk seperti pengangkutan, penerimaan barang, dan penyimpanan 

di gudang sebelum barang digunakan. Tugas utama dalam pengadaan barang 

meliputi memastikan terpenuhinya standar kualitas, ketersediaan bahan baku untuk 

kebutuhan produksi, ketepatan jumlah dan waktu pengadaan, serta menjaga 

hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan pemasok (Muthiya Putri Aini & 

Tumini, 2023) 

Pengadaan barang adalah aktivitas yang mencakup seluruh proses mulai dari 

pemilihan pemasok, negosiasi harga, hingga penerimaan barang. Tugas- tugas dari 

bagian pengadaan yaitu: 

a) Membangun Hubungan dengan Supplier 

Hubungan dengan supplier dapat berupa hubungan bisnis jangka panjang atau 

hubungan transaksional jangka pendek. Banyak hal menentukan model 

hubungan yang tepat salah satunya adalah pentingnya produk yang dibeli dari 
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supplier yang bersangkutan dan nilainya. Bagian pengadaan harus merancang 

portofolio hubungan untuk semua supplier. Mereka juga harus menetapkan 

berapa banyak supplier yang harus dipelihara untuk setiap jenis barang. 

Perusahaan mungkin memiliki supplier utama dan supplier cadangan untuk 

setiap barang 

b) Memilih Supplier 

Pemilihan supplier utama dapat memakan waktu dan sumber daya yang banyak, 

dan jika supplier yang dipilih berasal dari luar negeri, kesulitan akan lebih 

besar. Supplier utama mungkin memiliki hubungan jangka panjang, dan 

mengundang supplier tersebut untuk presentasi, kunjungan lapangan, dan hal-

hal lainnya yang dapat membantu dalam menentukan supplier. Ini pasti akan 

membutuhkan banyak waktu dan uang. Strategi supply chain harus sesuai 

dengan pemilihan supplier utama. Untuk bersaing, kemampuan supplier untuk 

menyediakan material dengan berbagai spesifikasi sangat penting. Supplier 

murah akan diprioritaskan dalam rantai pasokan. 

c) Menggunakan Teknologi yang Cocok  

Pengadaan selalu membutuhkan teknologi, dan dengan munculnya internet, 

teknologi pengadaan telah mengalami perkembangan yang signifikan. Untuk 

melakukan pengadaan elektronik, bisnis menggunakan aplikasi online. 

Procurement elektronik dapat membantu perusahaan dalam memilih pemasok 

melalui proses lelang elektronik atau penawaran elektronik. Procurement 

elektronik juga dapat memiliki katalog elektronik yang dapat diakses yang 

mencakup berbagai informasi tentang pemasok dan barang yang telah dipasok. 

Aplikasi e-procurement tentu memiliki fitur dan fungsi yang berbeda. Pastinya, 

bagian pengadaan harus memiliki kemampuan untuk menemukan dan 

menerapkan teknologi yang tepat.  

d) Merawat Data yang Dibutuhkan 

Data yang lengkap tentang barang yang dibutuhkan maupun data supplier harus 

dimiliki oleh bagian pengadaan. Beberapa data supplier yang penting adalah 

nama dan alamat masing-masing supplier, barang apa yang dipasok, harga per 

unit, waktu pengiriman, kinerja sebelumnya, dan kualifikasi supplier 
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e) Melakukan Proses Pembelian 

Dalam tahap pembelian, dilakukan serangkaian aktivitas negosiasi dan 

pengurusan administrasi. Untuk pembelian rutin maupun yang dilakukan 

melalui tender atau lelang, proses yang dilalui dapat berbeda tergantung pada 

jenis dan skala pengadaannya. 

f) Mengevaluasi Kinerja Supplier 

Untuk menjaga daya saing secara berkelanjutan, penting bagi perusahaan untuk 

melakukan evaluasi terhadap kinerja pemasok. Hasil evaluasi ini dapat 

digunakan oleh pemasok sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan 

peningkatan kinerja mereka. Selain itu, hasil penilaian juga menjadi acuan bagi 

perusahaan pembeli dalam menentukan volume pemesanan dan peringkat 

masing-masing pemasok. Kriteria penilaian sebaiknya disesuaikan dengan jenis 

barang yang dibeli serta strategi rantai pasok perusahaan. Mengingat pemasok 

merupakan bagian krusial dalam proses pengadaan, kegiatan evaluasi dan 

seleksi pemasok menjadi tanggung jawab penting bagi bagian pengadaan guna 

memastikan kelancaran proses produksi dalam perusahaan manufaktur. 

Aktivitas tersebut memiki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan produksi 

secara efisien dan efektif (Andriansyah et al., 2023).  

2.1.3 Sistem Akuntansi Pembelian 

Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang 

yang diperlukan oleh perusahaan (Mulyadi, 2016). Adapun fungsi-fungsi yang 

terkait dalam sistem pembelian menurut Mulyadi (2016) yaitu: 

1. Fungsi Gudang 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengajukan permintaan pembelian 

berdasarkan ketersediaan stok barang yang ada di gudang. Selain itu, fungsi 

gudang juga berperan dalam menyimpan barang yang telah diterima dari 

bagian penerimaan. 

2. Fungsi Pembelian 

Bagian ini memiliki tugas untuk mencari dan memperoleh informasi terkait 

harga barang, menentukan pemasok yang akan digunakan dalam proses 
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pengadaan, serta menerbitkan surat order pembelian kepada pemasok yang 

telah ditentukan. 

3. Fungsi Penerimaan 

Tanggung jawab utama fungsi ini adalah melakukan pemeriksaan terhadap 

barang yang dikirim oleh pemasok. Pemeriksaan dilakukan untuk 

memastikan jenis, kualitas, dan jumlah barang sesuai dengan yang telah 

dipesan. 

4. Fungsi Akuntansi 

Bagian ini bertugas mengelola pencatatan semua transaksi pembelian, 

termasuk pencatatan utang kepada pemasok dan persediaan barang. 

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada sistem 

akuntansi pembelian, menurut Mulyadi (2016) yaitu: 

1. Surat Permintaan Pembelian 

Formulir ini disiapkan oleh fungsi gudang untuk meminta bagian 

pembelian mengadakan barang dengan jenis, jumlah, dan mutu yang tertera 

dalam surat tersebut. 

2. Surat Permintaan Penawaran Harga 

Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga dari pemasok, 

terutama ketika pembelian bersifat tidak rutin dan dalam jumlah besar 

3. Surat Order Pembelian 

Dokumen ini digunakan untuk melakukan pemesanan barang kepada 

pemasok yang telah dipilih. Surat ini biasanya dibuat dalam beberapa 

salinan untuk didistribusikan ke bagian-bagian terkait. 

4. Laporan Penerimaan Barang 

Dokumen yang dibuat oleh fungsi penerimaan sebagai bukti bahwa barang 

yang dikirim oleh pemasok telah sesuai dengan jenis, spesifikasi, mutu, dan 

kuantitas sebagaimana tercantum dalam surat permintaan pembelian. 

5. Surat Perubahan Order  

Dokumen ini diterbitkan apabila terjadi perubahan terhadap isi surat order 

pembelian yang telah dibuat sebelumnya, misalnya perubahan jumlah, 

spesifikasi, atau jadwal pengiriman barang. 
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6. Bukti Kas Keluar 

Dokumen ini disusun oleh bagian akuntansi sebagai dasar pencatatan 

transaksi pembelian. Selain sebagai instruksi untuk pengeluaran kas dalam 

rangka pembayaran utang kepada pemasok, dokumen ini juga berfungsi 

sebagai pemberitahuan kepada kreditur mengenai pembayaran yang 

dilakukan. 

Adapun unsur pengendalian intenal menurut Mulyadi (2016) yaitu dirancang untuk 

mencapai tujuan pokok pengendalian internal akuntansi. Berikut ini unsur 

pengendalian internal yang terdiri dari: 

1. Organisasi 

a) Tugas pembelian harus dijalankan secara terpisah dari aktivitas 

penerimaan barang 

b) Tanggung jawab pembelian tidak boleh digabung dengan fungsi 

pencatatan akuntansi. 

c) Fungsi penerimaan barang harus berdiri sendiri, tidak digabung dengan 

fungsi penyimpanan di gudang 

d) Proses pembelian wajib melibatkan bagian gudang, pembelian, 

penerimaan, dan akuntansi; tidak boleh dilakukan sepenuhnya oleh satu 

bagian saja. 

2. Sistem otorisasi dan Prosedur pencatatan akuntansi 

a) Permintaan pembelian harus disetujui oleh gudang untuk barang stok, 

atau oleh bagian pengguna untuk barang pakai langsung 

b) Penerbitan surat pesanan pembelian hanya bisa dilakukan oleh bagian 

pembelian atau pejabat yang berwenang lebih tinggi 

c) Dokumen penerimaan barang harus mendapatkan pengesahan dari bagian 

penerimaan 

d) Dokumen pengeluaran kas harus mendapat persetujuan dari bagian 

akuntansi atau pejabat yang memiliki kewenangan lebih tinggi. 

e) Pengakuan utang dilakukan berdasarkan dokumen kas keluar yang 

dilengkapi dengan surat pesanan pembelian, bukti penerimaan barang, 

serta faktur dari pemasok. 
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f) Pencatatan ke dalam kartu utang dan buku register bukti kas keluar 

dilakukan oleh bagian akuntansi. 

3. Praktik yang Sehat 

a) Dokumen permintaan pembelian harus memiliki nomor urut cetak dan 

penggunaannya diawasi oleh bagian gudang 

b) Surat pesanan pembelian wajib bernomor urut cetak dan penggunaannya 

dikendalikan oleh bagian pembelian. 

c) Laporan penerimaan barang harus memiliki nomor urut cetak dan 

tanggung jawab penggunaannya berada pada bagian penerimaan. 

d) Pemilihan pemasok dilakukan berdasarkan perbandingan harga yang 

ditawarkan oleh beberapa calon pemasok. 

e) Penerimaan dan pemeriksaan barang hanya dilakukan jika bagian 

penerimaan telah menerima salinan surat pesanan pembelian. 

f) Pemeriksaan barang oleh bagian penerimaan dilakukan dengan 

menghitung dan memeriksa fisik barang serta mencocokkannya dengan 

salinan surat pesanan pembelian. 

g) Faktur dari pemasok diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan 

kesesuaian harga, ketentuan pembelian, dan kebenaran perhitungan 

sebelum dilakukan pembayaran. 

h) Buku pembantu utang harus direkonsiliasi secara berkala dengan akun 

utang dalam buku besar. 

i) Pembayaran faktur harus dilakukan tepat waktu sesuai syarat pembayaran 

agar tidak kehilangan potongan tunai yang tersedia. 

j) Setelah cek dikirim ke pemasok, bukti pengeluaran kas beserta dokumen 

pendukungnya diberi cap “lunas” oleh bagian kas keluar.  

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembelian rutin menurut 

Mauliddiyah (2021), yaitu sebagai berikut: 

1. Bagian yang membutuhkan barang mengirimkan permintaan pembelian ke 

bagian pengadaan. Dokumen permintaan pembelian ini biasanya dinamakan 

purchase requisition (PR) atau material requistion (MR). Jika item yang 

dimaksud adalah bahan baku atau komponen yang akan digunakan pada 
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proses produksi, MR atau PR ini datang dari bagian produksi. bisa juga 

PR/MR ini secara otomatis dicetak dari aplikasi ERP/MRP yang 

menerjemahkan rencana produksi menjadi kebutuhan material. Namun 

dalam praktik, walaupun menggunakan aplikasi MRP/ERP, seringkali 

material planner harus melakukan intervensi manual untuk mengubah 

kebutuhan material dari MRP report menjadi MR/PR.  

2. Bagian pengadaan akan mengevaluasi PR/MR yang diterima kecuali jika 

yang menghambat, PR/MR ini kemudian akan ditindaklanjuti oleh bagian 

pengadaan dengan mengirimkan Purchase Order (PO) ke supplier yang 

dianggap tepat. Pada pembelian rutin, supplier biasanya sudah 

teridentifikasi. Pada PO biasanya tertulis deskripsi item yang diminta, 

jumlah, satuan, dan harga totalnya. Di bagian belakang PO biasanya 

tercantum aturan-aturan (term and conditions) yang secara umum sudah 

disepakati dan berlaku sebagai klausal kontrak begitu supplier menyatakan 

bersedia memenuhi PO yang dikirim perusahaan. PO biasanya dibuat 

beberapa rangkap dengan tembusan ke bagian Gudang (diperlukan untuk 

keperluan penerimaan), bagian akuntasi (diperlukan untuk keperluan 

pembayaran), dan ke bagian yang membutuhkan (user) 

3. Pada saat Supplier sepakat untuk memenuhi PO tersebut, bagian pengadaan 

harus secara proaktif memonitor perkembangan pengirimannya agar tidak 

terjadi keterlambatan. Apabila terdapat perubahan waktu kebutuhan, 

perusahaan mungkin harus elakukan percepatan (expedite) atau 

memundurkan pengirima  

4. Pada saat pesanan datang, bagian gudang berkewajiban untuk mengecek 

benar atau tidaknya item yang dikirim serta jumlah dan kualitasnya. Apabila 

prosedur formal diperlukan untuk pengecekan kualitas (incoming 

inspection), bagian kualitas yang biasanya akan melakukannya sebelum 

barang disimpan di gudang. Apabila supplier yang bersangkutan adalah 

supplier yang sudah diyakini berkompeten (misalnya telah melalui program 

peningkatan kualitas bersama) kegiatan incoming inspection mungkin tidak 

perlu dilakukan secara formal 
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5. Bagian akuntansi akan melaksanakan pembayaran sesuai dengan syarat 

pembayaran yang telah disepakati. Umumnya, pemasok memberikan 

fasilitas berupa tenggang waktu pembayaran (credit term), yang 

memungkinkan pembayaran tidak dilakukan secara langsung setelah barang 

diterima. Sebagian besar pemasok memberikan jangka waktu pembayaran 

selama 30 hari sejak tanggal pengiriman barang. 

2.1.4 Standar Mutu Bahan Olah Karet (Bokar) 

Standar mutu karet sangat penting untuk memastikan bahwa bahan baku yang 

digunakan dalam proses produksi memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

Beberapa standar mutu yang relevan antara lain: Standar Nasional Indonesia (SNI) 

Karet Alam yaitu SNI menetapkan persyaratan mutu untuk berbagai jenis karet 

alam, termasuk Standard Indonesian Rubber (SNI) dan Spesifikasi Teknis Karet 

Alam: Spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PTPN I untuk memastikan mutu 

Bokar sesuai dengan kebutuhan produksi. Bahan olah karet adalah lateks kebun 

serta gumpalan lateks kebun yang diperoleh dari pohon karet Hevea brasiliensis. 

Beberapa kalangan mengatakan bahwa bahan olah karet bukan produksi pertanian 

besar, melainkan merupakan Bokar karena biasanya dari petani yang 

mengusahakan kebun karet (Puspawan et al., 2023). 

Bokar merupakan hasil dari kebun karet berupa gumpalan getah karet (lateks) yang 

mengeras. Gumpalan ini perlu diproses lebih lanjut agar menjadi produk yang lebih 

awet untuk disimpan, lebih mudah dalam proses pengangkutan, dan bebas dari 

unsur kontaminasi. Hasil olahan dari getah karet tersebut dikenal dengan sebutan 

Bokar SIR. Perdagangan Bokar SIR dalam industri Crumb Rubber telah diatur oleh 

Peraturan Menteri, dan Bokar ini hadir dalam berbagai bentuk, antara lain: slab, 

lump, slab lump, ojol, sit angin (unsmoked sheet), sit asap (smoked sheet), cutting, 

crepe, dan blanket. (Peraturan Menteri  Perdagangan RI, 2016). Selain itu, Bokar 

SIR wajib memenuhi ketentuan teknis tertentu, antara lain: tidak mengandung 

kontaminan berupa vulkanisat karet, bebas dari kontaminan berat, serta kadar 

kontaminan ringan tidak boleh melebihi 5%. Proses penggumpalannya pun harus 

terjadi secara alami atau menggunakan bahan penggumpal yang sesuai (Azizah et 

al., 2024).  
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Standar mutu bahan olah karet juga diatur dalam SNI. Dimana ada 2 persyaratan 

mutu, yaitu persyaratan mutu kualitatif dan persyaratan mutu kuantitatif.   

a) Persyaratan Kualitatif  

1) Lateks kebun 

Lateks dari kebun tidak boleh tercampur dengan air, bubur lateks, atau 

serum lateks, serta harus bebas dari benda asing seperti potongan kayu atau 

kotoran lainnya. Lateks harus tampak bersih tanpa kotoran yang terlihat 

jelas, berwarna putih, dan memiliki aroma yang segar 

2) Sit angin 

Sit angin terbentuk melalui penggumpalan dengan asam semut, bahan 

penggumpal lainnya, atau terjadi secara alami di dalam wadah sadap. 

Gumpalan ini tidak boleh dicampur dengan gumpalan lama atau yang 

sudah tidak segar. Gumpalan dapat diproses dengan penggilingan atau 

pengepresan untuk mengeluarkan serumnya. Sit angin harus tampak bersih 

tanpa kotoran yang terlihat jelas dan selama penyimpanan tidak boleh 

direndam dalam air atau terkena sinar matahari langsung. 

b) Persyaratan Kuantitatif  

Persyaratan kuantitatif mencakup ketebalan (T) dan tingkat kebersihan (B), 

yang harus sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Tabel 1. 

Tabel  1. Persyaratan Kuantitatif 

No Parameter Satuan Persyaratan 

Lateks 

Kebun 

Sit Slab Lump 

1 Karet Kering 

(Min)  

     

Mutu 1 % 28 - - - 

Mutu 2 % 20 - - - 

2 Ketebalan      

 Mutu 1 mm - 3 ≤ 50 50 

 Mutu 2 mm - 5 51-100 100 

 Mutu 3 mm - 10 101-150 150 

 Mutu IV mm - - > 150 > 150 
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3 Kebersihan  - Tidak 

ada 

kotoran 

Tidak ada 

kotoran 

Tidak ada 

kotoran 

Tidak ada 

kotoran 

4 Jenis 

Koagulan 

-  Asam 

semut dan 

bahan lain 

yang tidak 

merusak 

mutu karet 

Asam semut 

dan bahan 

lain yang 

tidak merusak 

mutu karet 

serta 

penggumpal 

alami 

Asam semut 

dan bahan 

lain yang 

tidak 

merusak 

mutu karet 

serta 

penggumpal 

alami  

(Sumber: Standar Nasional Indonesia, 06-2045-2002) 

Tabel 1 yaitu persyaratan kuantitatif menjelaskan terdapat persyaratan kuantitatif 

yang harus dipenuhi untuk menjamin mutu bahan baku karet. Persyaratan ini 

meliputi tiga parameter utama: kadar karet kering (KKK), ketebalan, dan 

kebersihan. Adapun persyaratannya yaitu: 

1. Kadar Karet Kering (KKK) 

a. Untuk lateks kebun, KKK minimal adalah: 

• Mutu 1: 28% 

• Mutu 2: 20% 

b. Untuk sit angin, kadar karet kering tidak disebutkan secara spesifik dalam 

standar. 

2. Ketebalan (T): 

a. Untuk sit angin, ketebalan diklasifikasikan sebagai berikut: 

• Mutu 1: 3 mm 

• Mutu 2: 5 mm 

• Mutu 3: 10 mm 

b. Untuk slab dan lump, ketebalan diklasifikasikan sebagai berikut: 

• Mutu 1: <50 mm 

• Mutu 2: 51–100 mm 
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• Mutu 3: 101–150 mm 

• Mutu 4: >150 mm 

3. Kebersihan (B): 

a. Untuk semua jenis Bokar, tidak boleh terdapat kotoran yang terlihat nyata. 

Penerapan persyaratan kuantitatif ini dalam proses pengadaan Bokar bertujuan 

untuk memastikan bahwa bahan baku karet yang diperoleh memenuhi standar mutu 

yang ditetapkan, sehingga mendukung kualitas produk akhir dan daya saing di 

pasar. 

2.1.5 Tujuan Pengadaan barang  

Tujuan pengadaan barang adalah untuk mendapatkan barang dan layanan dari 

pemasok dengan jumlah, harga, dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan, serta memastikan bahwa perusahaan mendapatkan pelayanan terbaik 

untuk memastikan operasional berjalan lancar. Selain itu, pengadaan barang juga 

bertujuan untuk menemukan pemasok yang mampu menyediakan barang dan 

layanan terbaik sekaligus menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Selain itu 

penting juga untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan pemasok agar kedua 

belah pihak dapat saling memahami kebutuhan masing-masing. Proses pengadaan 

juga mencakup negosiasi tentang harga pembelian dan mempersiapkan diri untuk 

kelangkaan barang, kenaikan harga, dan rencana perusahaan untuk membuat 

produk baru (Mauliddiyah, 2021). 

2.1.6 Prinsip-Prinsip Pengadaan 

Untuk mencapai tujuan pengadaan barang dan jasa yang optimal, prinsip-prinsip 

pengadaan yang tepat harus diterapkan. Berdasarkan Pepres No. 16 Tahun 2018, 

Pasal 6, prinsip-prinsip berikut ditetapkan:  

1. Efisiensi, yang berarti pengadaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber 

daya dan dana secara optimal untuk mencapai tujuan dengan cepat dan 

dapat dipertanggungjawabkan 
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2. Efektivitas, yang berarti pengadaan harus dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan sehingga menghasilkan manfaat maksimal sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan (Mahadi, 2014) 

3. Persaingan sehat, yang berarti bahwa semua penyedia barang dan jasa yang 

memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi 

dalam proses pengadaan secara adil dan bebas dari kecurangan  

4. Transparansi, yang berarti bahwa semua orang harus transparan dalam 

menyampaikan informasi tentang ketentuan pengadaan, termasuk 

persyaratan administrasi dan teknis, prosedur evaluasi, dan hasil evaluasi 

5. Non-Diskriminatif (Keadilan), yang berarti bahwa setiap orang yang 

berpartisipasi dalam pengadaan Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, 

proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar dan bisnis dapat bertahan 

2.2 Standar dan Regulasi Pengadaan Bokar 

2.2.1 Peraturan Pemerintah Terkait Pengadaan Bahan Baku 

Pengadaan bahan baku yang dilakukan di Indonesia tunduk pada berbagai regulasi, 

salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2023 yang 

mengubah PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Perindustrian. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan pasokan 

bahan baku dan bahan penolong bagi sektor industri nasional serta mengoptimalkan 

pelaksanaan kegiatan industri. Adapun ketentuan dalam regulasi ini mencakup: 

a. Neraca Komoditas 

Pemerintah menetapkan neraca komoditas yang mencakup data terperinci 

mengenai kebutuhan dan pasokan bahan baku (Pasal 11). Neraca ini 

memiliki periode berlaku selama satu tahun dan dapat diperbarui secara 

berkala guna menjamin kelancaran pasokan bahan baku 

b. Perencanaan Kebutuhan Industri 

Penyusunan rencana ini didasarkan pada usulan dari perusahaan industri 

yang mencakup jenis, jumlah, waktu pemanfaatan, dan standar mutu bahan 

baku yang dibutuhkan. Rencana ini selanjutnya disahkan oleh Menteri atau 

pejabat yang berwenang (Pasal 14) 
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c. Usulan dan Validasi Bahan Baku 

Pelaku usaha wajib mengajukan usulan kebutuhan bahan baku, yang 

kemudian akan diverifikasi oleh Menteri. Proses validasi ini dapat 

melibatkan lembaga independen guna memastikan relevansi kebutuhan 

bahan baku dengan operasional industri (Pasal 15) 

d. Kebijakan Impor Bahan Baku 

Dalam kondisi tertentu, impor bahan baku diperkenankan, namun hanya 

dapat dilakukan oleh perusahaan industri yang telah memiliki Nomor Induk 

Berusaha (NIB) dengan status sebagai Importir Produsen (API-P). Selain 

itu, jenis-jenis bahan baku tertentu hanya boleh diimpor oleh pihak yang 

telah memperoleh izin khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 19. 

e. Pembatasan Pemindahtanganan 

Bahan baku yang diperoleh melalui impor dilarang untuk diperjualbelikan 

atau dipindahtangankan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti bahan baku 

sisa yang pemanfaatannya diatur dalam regulasi lanjutan oleh Menteri 

(Pasal 20) 

2.2.2 Standar Kualitas Bahan Baku 

Pemerintah telah menetapkan sejumlah standar dan persyaratan agar bahan baku 

yang digunakan dalam industri memenuhi kriteria yang sesuai dengan kebutuhan 

produksi. Adapun kriteria tersebut yaitu: 

a. Ketentuan Standar Mutu 

Bahan baku yang digunakan harus memenuhi standar mutu nasional 

maupun internasional yang berlaku dalam sektor industrinya (Pasal 11 ayat 

3 dan 4). Standar ini mencakup aspek fisik, kimia, dan mekanis guna 

memastikan efisiensi dalam produksi 

b. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 

Pemerintah berwenang menetapkan SNI, Spesifikasi Teknis, dan Pedoman 

Tata Cara sebagai standar yang bersifat wajib untuk jenis bahan baku 

tertentu, dengan tujuan untuk memastikan mutu dan keamanan produk, 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 36. 
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c. Pengecualian Terhadap SNI 

Pengecualian dapat diberikan bagi bahan baku yang memiliki karakteristik 

teknis khusus, digunakan untuk kepentingan penelitian, atau sebagai sampel 

dalam uji coba pasar (Pasal 36 ayat 2). Hal ini bertujuan untuk mendukung 

inovasi dan riset industri tanpa menghambat produksi 

d. Penilaian Kesesuaian Oleh Lembaga Terkait 

Pemenuhan standar kualitas bahan baku dinilai oleh lembaga sertifikasi 

produk, laboratorium Dalam situasi tertentu, pengecualian dapat diberikan 

bagi bahan baku yang memiliki karakteristik teknis khusus, digunakan 

untuk kepentingan penelitian, atau sebagai sampel dalam uji coba pasar 

(Pasal 36 ayat 2). Hal ini bertujuan untuk mendukung inovasi dan riset 

industri tanpa menghambat produksiuji, dan lembaga inspeksi yang telah 

mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) (Pasal 38). 

Lembaga ini bertugas memastikan bahwa bahan baku yang digunakan 

memenuhi standar yang telah ditetapkan. 

Penerapan regulasi dan standar diharapkan mampu mendorong proses pengadaan 

bahan baku dalam industri agar berlangsung lebih efisien, terbuka, dan selaras 

dengan kebutuhan industri nasional. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk 

meningkatkan daya saing industri dalam negeri serta mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan. 

2.2.3 Kebijakan Internal PTPN I Regional 7 

PTPN I Regional 7 memiliki kebijakan internal yang berfungsi sebagai pedoman 

dalam mengatur seluruh kegiatan operasional perusahaan, termasuk dalam proses 

pengadaan Bokar. Kebijakan ini disusun untuk memastikan seluruh proses bisnis 

berjalan efektif, efisien, transparan, serta sesuai dengan prinsip tata kelola 

perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Beberapa kebijakan internal 

utama yang diterapkan oleh PTPN I Regional 7 terkait pengadaan bahan olah karet 

adalah sebagai berikut: 

1) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Bokar  

SOP pengadaan bahan olah karet rakyat mengatur secara detail tahapan 

proses pengadaan, mulai dari pemetaan potensi bahan baku, survei harga 
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pasar, penetapan harga beli melalui Price Analysis (PA), pengajuan 

permintaan modal kerja, hingga proses pembelian dan evaluasi pengadaan. 

SOP ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas, efisiensi, dan kesesuaian 

prosedur dengan peraturan perusahaan. 

2) Penerapan Standar Mutu Berbasis SNI  

Kebijakan mutu internal perusahaan mewajibkan seluruh Bokar yang dibeli 

harus memenuhi standar mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 

(SNI) 06-2047-2002. Setiap bahan olah karet yang diterima dari pemasok 

diperiksa kualitasnya melalui uji kadar karet kering (kkk), kebersihan, dan 

tidak adanya kontaminasi. 

3) Sistem Pengendalian Internal 

 PTPN I Regional 7 menerapkan kebijakan pengendalian internal yang 

ketat, mencakup sistem otorisasi berjenjang untuk permintaan modal kerja, 

penerbitan Purchase Order (PO), pembayaran pemasok, dan pengawasan 

mutu Bokar. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kecurangan 

(fraud), kesalahan administrasi, serta menjaga kelancaran proses 

pengadaan. 

4) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengadaan Perusahaan memiliki 

kebijakan untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi seperti System 

Application and Processing (SAP) dalam mengelola proses pengadaan 

Bokar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, 

akurasi data, serta mempercepat proses transaksi pengadaan. 

Dengan penerapan kebijakan internal tersebut, PTPN I Regional 7 berkomitmen 

untuk memastikan proses pengadaan bahan olah karet rakyat berjalan secara efektif, 

transparan, dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian visi perusahaan 

sebagai perusahaan agribisnis unggul dan berdaya saing global 
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BAB III 

METODE PENULISAN 

 

3.1 Sumber Data  

Adapun sumber data yang dibutuhkan penulis dalam tugas akhir berasal dari 

sebagai berikut:  

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya 

melalui metode seperti wawancara dan pengamatan secara langsung 

b. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dimana 

data awal diolah seperti data perusahaan, referensi buku-buku serta 

makalah. 

3.2 Metode Pengumpulan Data  

Dalam penyusunan laporan akhir ini, penulis menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data sebagai pelengkap, antara lain: 

1. Studi Lapangan  

Metode ini dilakukan secara langsung di PTPN I Regional 7, dengan 

berbagai teknik yang diterapkan selama pelaksanaan studi, meliputi: 

a. Observasi yaitu mengamati secara langsung dan mencatat berbagai 

aktivitas yang berlangsung untuk mendapatkan gambaran 

keseluruhan 

b. Interviu yaitu dengan melakukan wawancara 

c. Dokumentasi data yaitu dengan mengumpulkan data dokumen yang 

berhubungan dengan pengadaan atau pembelian bahan baku  

2. Studi Kepustakaan  

Adapun referensi yang menjadi bahan dalam penulisan laporan akhir yaitu 

yaitu buku-buku dan internet.   



 

23 

 

3.3 Objek Kerja Praktik  

3.3.1 Lokasi Kerja Praktik  

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PTPN I Regional 7, yang terletak 

di Jl. Teuku Umar No.300, Kedaton, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, 

Lampung 35141.  

3.3.2 Gambaran Umum PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 

3.3.2.1 Profil Singkat PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 

PT Perkebunan Nusantara I bermula dari pengambilalihan kebun swasta yang 

sebelumnya dimiliki oleh perusahaan asal Jepang dan Belanda. Kebun-kebun 

tersebut kemudian digabungkan menjadi PPN Kesatuan Aceh berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 1961. Selanjutnya, melalui perubahan 

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968, status perusahaan ini berubah 

menjadi PT Perkebunan-I (Persero) dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan 

dan kesehatan perusahaan. Perubahan tersebut secara resmi tercatat dalam Akta 

Notaris Nomor 1 tanggal 2 Mei 1981. Kemudian, pada tanggal 14 Februari 1996, 

PT Perkebunan Nusantara I (Persero) dibentuk melalui konsolidasi beberapa Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 1996. Pembentukan ini diperkuat oleh Akta Pendirian Nomor 34 tanggal 11 

Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Notaris Harun Kamil, SH. Konsolidasi ini 

melibatkan beberapa BUMN di sektor perkebunan, antara lain PT Perkebunan I 

(Persero) yang fokus pada kelapa sawit dan karet; PT Cot Girek Baru (Persero) 

yang juga bergerak di bidang kelapa sawit; Perkebunan Pengembangan PT 

Perkebunan V (Persero) yang memiliki komoditas kelapa sawit; serta PKS Cot 

Girek PT Perkebunan IX (Persero) sebagai pabrik kelapa sawit.Pada tahun 2023, 

terjadi aksi korporasi penggabungan sejumlah PTPN yaitu PTPN II, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, dan XIV menjadi bagian dari PTPN I, dimana PTPN I berperan sebagai 

entitas utama yang bertahan dan berfungsi sebagai subholding. 
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3.3.2.2 Sruktur Organisasi  

Adapun struktur organisasi dari Project Management Office yaitu sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Project Management Office 

(Sumber: Dokumen Perusahaan, 2024) 

3.4 Tugas dan Tanggung Jawab Project Management Office (PMO) 

Adapun tugas dan tanggung jawab Bagian Project Management Office (PMO) 

Pengawalan pengadaan bahan baku Regional Office 7 PTPN I Reg 7 yaitu: 

1. Region Head 

➢ Tanggung Jawab: 

Bertanggung jawab terhadap perolehan capaian produksi pembelian 

bahan baku olah karet (Bokar) serta margin atas proses pengadaan bahan 

baku 

➢ Tugas: 

a) Memberikan arahan terhadap pelaksanaan pengadaan bahan baku 

b) Mengevaluasi kinerja Project Manager pengawalan pengadaan bahan 

baku 

c) Menandatangani kontrak pengadaan Bokar 
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d) Memberikan keputusan/kebijakan sesuai kewenangannya terkait 

dengan permasalahan/kendala dalam proses pelaksanaan pengadaan 

bahan baku 

2. Project Manager 

➢ Tanggung Jawab:  

Bertanggung jawab atas capaian produksi pembelian Bokar, margin atas 

proses pengadaan bahan baku serta memberikan arahan mengatur 

keseluruhan proses pengadaan bahan baku 

➢ Tugas: 

a) Bersama bagian terkait dan/atau dengan manajer unit menyusun 

Rencana Pembelian Bokar 

b) Bersama bagian terkait dan/atau dengan manajer unit mengoordinir 

Pelaksanaan Pembelian Bokar 

c) Menetapkan harga beli Bokar sesuai ketentuan 

d) Berkoordinasi dengan Manajer Unit 

e) Berkoordinasi dengan bagian keuangan regional office, divisi 

perbendaharaan anggaran keuangan, dan divisi komoditi sawit dan 

karet 

f) Memastikan kuantitas dan kualitas Bokar sesuai target 

g) Bersama dengan unit kerja dalam melakukan survei dan mencari 

sumber-sumber Bokar yang baru untuk menambah pasokan Bokar 

yang masuk ke Pabrik 

h) Verifikasi dan usulan pembayaran modal kerja terkait 

i) Monitoring dan evaluasi serta menyampaikan laporan pembelian 

Bokar ke head office 

3. Co Project Manager 

➢ Tanggung Jawab: 

Bertanggung jawab atas capaian produksi pembelian bahan baku olah 

karet, penyampaian pelaporan, serta membantu dan memberikan saran 

kepada Project Manager dalam mengatur keseluruhan proses pengadaan 

bahan baku 
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➢ Tugas: 

a) Membantu project manager bersama bagian terkait dan/atau dengan 

manajer unit 

b) Membantu project manager bersama bagian terkait dan/atau dengan 

manajer unit mengoordinir pelaksanaan pembelian Bokar 

c) Membantu project manager menyampaikan rencana pembelian 

Bokar serta laporan pembelian Bokar ke head office 

d) Mengusulkan penetapan harga beli Bokar 

e) Verifikasi dan usulan pembayaran modal kerja terkait 

f) Monitoring dan evaluasi pengadaan Bokar 

g) Melakukan verifikasi hasil pembelian Bokar (kuantitas dan kualitas) 

h) Melakukan stock opname produksi bersama unit dan bagian 

operasional regional 

i) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis pengadaan bahan 

baku 

j) Bersama dengan unit kerja dalam melakukan survei dan mencari 

sumber-sumber bahan 

k) Berkoordinasi dengan masinis kepala Pabrik atau asisten pengolahan 

terkait proses bisnis pengadaan bahan baku 

4. Project Manager Assistant Operational 

➢ Tanggung Jawab: 

Bertanggung jawab atas pengawalan pengadaan bahan baku serta 

membantu dan memberikan saran dan masukan kepada project manager 

dan co project manager dalam mengatur keseluruhan proses pengadaan 

bahan baku di Unit Kerja 

➢ Tugas: 

a) Evaluasi harga pembelian Bokar 

b) Menghimpun laporan pembelian bahan baku dari unit 

c) Memastikan ketersediaan dan pasokan bahan baku terpenuhi sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan, dengan kualitas mutu 

barang/bahan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan 
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d) Menyusun laporan kegiatan pengadaan bahan baku dari unit agar 

terhimpun tepat waktu 

e) Bersama dengan unit kerja dalam melakukan survey dan mencari 

sumber-sumber bahan menambah pasokan Bokar yang masuk ke 

Pabrik 

f) Melakukan stock opname produksi Bersama unit dan Bagian 

Operasional Regional Office 

g) Melakukan Verifikasi hasil pembelian Bokar (kuantitas dan kualitas) 

h) Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait mengenai proses bisnis 

pengadaan bahan baku 

5. Project Manager Assistant Administration 

➢ Tanggung Jawab: 

Bertanggung jawab atas pengawalan dan proses admnistrasi pengadaan 

bahan baku serta membantu dan memberikan saran dan masukan kepada 

project manager dan co project manager dalam mengatur keseluruhan 

proses pengadaan bahan baku di Unit Kerja 

➢ Tugas: 

a) Menyusun rencana pembelian dan analisa ratio margin pembelian 

Bokar 

b) Melaksanakan kegiatan administrasi, perencanaan operasional, 

pelaksanaan, perbaikan dan evaluasi sistem pengadaan bahan baku 

serta verifikasi keengkapan administrasi pembelian Bokar 

c) Penyusunan laporan, monitoring, dan evaluasi pengunaan biaya 

pembelian Bokar 

d) Menginformasian harga beli Bokar yang berlaku pada wilayah kerja 

masing-masing 

e) Menyusun ketepatan analisa ratio margin pembelian bahan baku 

f) Menyusun evaluasi terhadap kegiatan administrasi pengadaan bahan 

baku di Unit meliputi fisik dan biaya secara administratif maupun 

tinjauan lapangan agar diperoleh informasi dengan cepat, akurat dan 

terkini sebagai dasar pengambilan keputusan 
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g) Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait mengenai proses bisnis 

pengadaan baku  

3.4.1.1 Visi Dan Misi PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 

Adapun Visi dan Misi PTPN I Regional 7 yaitu: 

1. Visi  

Menjadi perusahaan yang tangguh dan memiliki daya saing global di 

bidang agribisnis, agroindustri, serta dalam pemanfaatan sumber daya 

secara optimal, yang memberikan kontribusi berkelanjutan bagi 

kemajuan bangsa. 

2. Misi 

Perusahaan berkomitmen untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi 

yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk mendukung hal 

tersebut, perusahaan terus membangun keunggulan dalam proses kerja 

melalui inovasi dan perbaikan berkelanjutan, serta menerapkan prinsip 

tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, perusahaan juga fokus pada 

pengembangan organisasi dan pembentukan budaya kerja yang kuat, 

dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, sejahtera, dan 

mampu mewujudkan potensi diri secara maksimal. Optimalisasi 

pemanfaatan aset dilakukan guna menciptakan imbal hasil terbaik bagi 

seluruh pemangku kepentingan. Di samping itu, perusahaan turut serta 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian 

lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap generasi masa 

depan. 
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BAB V                                                                

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Proses pengadaan Bokar di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 Kota Bandar 

Lampung dilaksanakan secara terstruktur dengan melibatkan bagian gudang, 

pembelian, penerimaan, dan akuntansi. Setiap tahapan mengikuti alur dalam 

flowchart pembelian, mulai dari permintaan, penetapan harga, penerbitan PO, 

penerimaan barang, hingga pembayaran, dengan didukung dokumen seperti surat 

permintaan pembelian, order pembelian, laporan penerimaan, faktur, dan bukti kas 

keluar. Pengujian mutu melalui kadar karet kering (KKK) dilakukan untuk menjaga 

kualitas. Secara umum, perusahaan telah mematuhi Standar Operasional Prosedur 

(SOP) internal, termasuk dalam aspek dokumentasi dan verifikasi pembelian. 

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, PTPN menerapkan sistem SAP 

HANA, melakukan evaluasi pemasok, serta membangun kemitraan strategis 

dengan petani. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa pengadaan Bokar telah 

berjalan efektif dan mendukung operasional yang berkelanjutan 

5.2 Saran  

Adapun saran yang dapat penulis berikan agar proses pengadaan Bokar semakin 

optimal, yaitu memperkuat kemitraan jangka panjang dengan petani dan pemasok 

lokal melalui pendekatan pembinaan mutu dan pemberian insentif berbasis kinerja. 

Perusahaan juga perlu memperluas jaringan pasokan dengan pemetaan wilayah 

baru serta meningkatkan intensitas komunikasi dan edukasi kepada petani terkait 

standar mutu. Selain itu, evaluasi rutin terhadap harga beli dan margin keuntungan 

perlu dilakukan agar PTPN I tetap kompetitif dan dapat bersaing dengan pabrik 

swasta tanpa mengabaikan keberlanjutan pasokan bahan baku.  
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